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ABSTRAK 

 

Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi cara pembagian 

dalam penyediaan dana dan pengelolaan dana, Musaqah diambil dari 

kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur 

(mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan 

kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus 

sebagai imbalan. Dalam hal ini di Desa Sabuk Empat telah terjadi 

praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku yang dimana dalam 

praktiknya di awalnya pemilik kebun menanggung semua biaya modal 

dan pengeluaran nya dan mendapatkan presentase pembagian hasil 

pemilik kebun mendapatkan pembagian sebesar 70% dan pengelola 

mendapatkan 30% tetapi pada saat pembagian hasil pengelola tetap 

diminta untuk menanggung sebagian biaya pengeluaran dengan cara 

memotong pembagian hasil pengelola sehingga hal ini dapat 

merugikan si pengelola. 

 Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah 

Bagaiamana praktik bagi hasil dalam pengelolaan kebun duku di Desa 

Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, Bagaimana 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pengelolaan kebun 

duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung 

Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik bagi hasil 

dalam pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan 

Abung Kunang Lampung Utara, untuk mengetahahui Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pengelolaan kebun duku di 

Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yang dilakukan di Desa Sabuk Empat Kabupaten Lampung 

Utara dan melakukan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. dan pengolahan data 

melalui tahapan editing dan systematizing. Untuk menganalisis data 

digunakan digunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan 

berfikir induktif. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil 

pengelolaan kebun duku yang dilakukan masyarakat Desa Sabuk 
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Empat ini bertentangan dengan hukum Islam, karena bagi hasil 

pengelolaan musaqah dalam fiqh muamalah, yang tidak memenuhi 

rukun dan syarat-syaratnya. Hanya saja dalam kerjasama mereka 

perjanjian akad tidak dilakukan secara tertulis melainkan hanya 

dilakukan dengan lisan, atau bertemu antara kedua belah pihak dan 

tidak mendatangkan saksi dalam perjanjian tersebut.   

 

Kata Kunci: Bagi Hasil, Musaqah, Hukum Ekonomi Syariah. 
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MOTTO 

 

                          

                         

                    

 

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan 

memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya lagi Maha Terpuji” 

(Q.S Al-Baqarah ayat:267) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahaman dalam 

mengartikan maksud judul skripsi ini, maka pada bagian 

penegasan judul akan diuraikan secara rinci, maka penulis akan 

menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung di dalam 

judul penelitian ini. 

Judul Skripsi yang akan penulis buat ini adalah Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Dalam 

Pengelolaan Kebun Duku (Studi Di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara).  

Adapun arti dari beberapa istilah yang penulis uraikan dalam 

judul adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyelidik, kegiatan 

mengumpulkan data, pengolahan, analisia dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan.
1
 

2. Hukum Ekonomi Syariah adalah Ilmu hukum islam yang 

menganalisis menjelaskan, dan merumuskan permasalahan 

terkait hukum bisnis syariah.
2
 

3. Bagi Hasil adalah Suatu sistem yang meliputi data cara 

berbagai usaha antara penyediaan dan pengelolaan dana.  

4. Pengelolaan Kebun adalah yaitu pekerjaan atau usaha yang 

dilakukan oleh seseorang untuk melakukan serangkaian 

kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebun 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2011), 293. 
2 Ahmad Roriq, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153. 
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yaitu sebidang lahan yang telah ditanami secara campuran 

seperti kelapa, duku , serta sayur-sayuran.
3
 

Berdasarkan penjelasan judul diatas, peneliti menyakini 

penuh untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut tentang 

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Dalam 

Pengelolaan Kebun Duku (Studi Di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia yang hidup dibumi harus menjaga, merawat, dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah SWT 

anugerahkan kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah 

baik di darat, lautan bahkan di udara, sumber daya alam tersebut 

harus dilindungi, di jaga kelestarianya, dan juga dapat 

mensejahterakan kehidupan manusia. Dengan demikian manusia 

harus berusaha mengelola lahan kosong untuk dimanfaatkan 

seperti bercocok tanam. 

Menurut Soerjono Soekanto, dalam buku sosiologi 

mengemukakan bahwa manusia adalah mahluk individu yang 

tidak dapat berdiri sendiri, dan saling bergantungan satu sama 

lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai keinginan 

pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.
4
 

Mengelolah tanah milik orang lain dalam islam diatur 

dengan cara kerjasama, Kerjasama adalah hubungan antara dua 

orang atau lebih untuk menjalankan suatu kegiatan bisnis supaya 

berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang 

dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini akan 

terjadi di karenakan modal sedikit atau ilmu kemampuan yang 

sedikit.  Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan 

                                                           
3 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: 

Gema Insani Perss, 2001), 96. 
4 Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali, 1992),111. 
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sendirinya didalam masyarakat kerjasama dapat berlaku dalam 

usaha salah satunya dalam bidang pertanian.
5
 

Bagi hasil merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana 

terdapat dua unsur pembagian produksi yakni modal dan kerja. 

Pembagian keuntungan lahan dilakukan melalui tingkat hasil 

yang didapat, dan ditetapkan dalam jumlah yang pasti. 

Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak 

pengelola kebun. 

Dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang 

pertanian salah satunya adalah akad musaqah, dalam teori 

musaqah terdapat pihak yang mengikrarkan dirinya untuk 

menyerahkan sebidang kebun, sedangkan pihak lain mengelola 

kebun beserta pembiyayaan nya dan hasil panen yang telah 

diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. 

Firman Allah SWT QS. Al Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

                         

                            

 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) 

Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan 

kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu 

ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya 

Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia 

kehendaki”.(Q.S Al-Maidah ayat:1) 

 

Maksud dari ayat diatas yaitu semua akad harus terpenuhi 

yang telah dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan atau 

perjanjian yang telah diterapkan dalam ijab dan qabul 

berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada haknya.
6
 

                                                           
5 Veithzal Rivai, Islamic Transaction Law In Business (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2011), 112. 
6 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),44. 
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Di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang 

Kabupaten Lampung Utara telah terjadi praktik bagi hasil dalam 

pengelolaan kebun duku yang dimana dalam praktiknya di 

awalnya pemilik kebun menanggung semua biaya modal dan 

pengeluaran nya dan mendapatkan presentase pembagian hasil 

pemilik kebun mendapatkan pembagian sebesar 70% dan 

pengelola mendapatkan 30% tetapi pada saat pembagian hasil 

pengelola tetap diminta untuk menanggung sebagian biaya 

pengeluaran dengan cara memotong pembagian hasil pengelola 

sehingga hal ini dapat merugikan si pengelola. 

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk diteliti tentang 

praktik bagi hasil kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan 

Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ini dan bagaimana 

dalam Islam dengan judul yakni Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Kebun Duku. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah penulis untuk penelitian ini maka 

memerlukan adanya pemfokusan penelitian agar lebih fokus 

dalam penelitian dan juga mudah di pahami.  Dalam sebuah 

penelitian, peneliti lebih dahulu menetapkan sub fokus penelitin 

yaitu bagi hasil, adapun fokus penelitian pada skripsi ini yaitu 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil 

dalam pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan 

Abung Kunang Lampung Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa 

Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik 

bagi hasil pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan 

dari penelitiannya: 

1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pengelolaan kebun duku 

di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Lampung 

Utara. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap 

praktik bagi hasil pengelolaan kebun di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Secara teoritis  

a. Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana untuk mengetahui praktik bagi hasil 

kebun duku di masyarakat dengan menghubungkanya 

dengan teori ilmu pengetahuan ekonomi. 

b. Dan juga menambah ilmu keislaman bagi peneliti, 

pembaca dan juga masyarakat. 

c. Diharapkan penelitian ini untuk selanjutnya terus 

berproses langsung untuk memperoleh hasil yang 

maksimal. 

2. Secara peraktis  

a. Bagi penulis  

Penelitian bermanfaat untuk sarana belajar untuk 

mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapatkan 
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selama menempuh pendidikan di Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

b. Manfaat bagi masyarakat  

Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum 

ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil 

pengelolaan kebun duku di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. 

c. Bagi Mahasiswa  

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

refrensi untuk yang melakukan penelitian sejenis. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari data 

yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di kaji dalam proposal penelitian ini, Maka, 

peneliti temukan beberapa kajian diantaranya 

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Sholeh Suryadi (2017) dari 

Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul”Penerapan 

Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika 

Bisnis Islam di Desa Tanjung Rejo Kecamatan Negeri 

Agung Kabupaten Way Kanan”. Dalam penelitian ini 

menyimpulkan bahwa telah terjadinya ketidakjelasan 

kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, yaitu tidak 

adak kejelasan masa akad berakhirnya dalam kesepakatan 

bahkan bukti dan saksi pun tidak ada dalamnya, dan bagi 

hasilpun ada unsur ke tidak adilan diantara 

keduanya.
7
Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu 

mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan 

perbedaannya, terletak pada sistem akad serta pembagian 

hasil panen. 

                                                           
7 M. Sholeh Suryadi, “Penerapan Akad Bagi Hasil Bagi Hasil Penggarapan 

Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam, Studi Kasus: Desa Tanjung Rejo 

Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan,” (Skripsi IAIN Metro Lampung, 

2018, 71. 
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2. Skripsi Yesi Sapuanita (2018) Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul ”Sistem Bagi 

Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di Desa Muara 

Kibul Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin”. Dalam 

penelitian ini dalam pembagian bagi hasil  karet menurut 

kebiasaan desa. Muara kibul dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk 

pemilik kebun. Sedangkan sistem jual beli yang berlaku dan 

toke karet menurut kebiasaan adalah dengan cara 

mengurangi timbangan, adapun potongan yang dilakukan 

berdasarkan jenis karetnya. Misalnya karet bersih, 

timbangan karetnya  basah 80 kilogram maka potongan 

sebesar 5% untuk karet yang sudah kering potongan nya 

lebih sedikit 2% sedangkan untuk karet yang bertata 

potongan nya dua kali lipat dari getah bersih, ketentuan jual 

beli karet di desa muara kibul, penelitian ini terdapat unsur 

penipuan dan eksploitasi.
8
 Adapun persamaan yang 

dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. 

Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem akad serta 

pembagian hasil panen. 

3. Skripsi Kartina (2016) dari Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makasar dengan judul Peranan Bagi Hasil Pertanian Antara 

Penggarap Dan Pemilik Lahan Terhadap Peningkatan Dan 

Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang praktek 

kerja sama antara pemilik dan penggarap di desa bone sudah 

berlangsung lama secara turun temurun, namun belum ada 

aturan yang ketat atau aturan secara rinci saat melakukan 

akad tersebut. Persamaan dalam penelitian ini, membahas 

                                                           
8 Sapuanita Yessi, “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam di 

Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir Barat kabupaten Merangin,” Skripsi UIN Sulthan 

Saifuddin Jambi, 2018, 430–39. 
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praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaan nya terletak pada 

sistem pembagian hasilnya.
9
.  

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah salah satu aspek penting untuk 

melakukan sebuah penelitian dengan maksud dan tujuan untuk 

memecahkan suatu masalah untuk mencapai hasil yang maksimal 

dan juga perlu untuk menerapkan metode-metode penelitian 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini ada 

beberapa metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research) yaitu yang dilakukan dalam 

kehidupan yang sebenarnya.
10

 Yang bisa disebut dengan 

studi lapangan karena tempat penelitian di lapangan 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu data dalam 

penelitian ini menggunakan data primer adalah data 

yang survei langsung dalam penelitian.
11

 Dalam hal ini 

peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data 

serta informasi yang benar di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah 

sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

                                                           
9 Kartina, “Penerapan Bagi Hasil Pertanian Antara Penggarap Dan Pemilik 

Terhadap Peningkatan Dan Pendapatan Masyarakat Di Desa Bone Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa.,” Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2016, 64–75. 
10 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Fakultas Psikolog UGM, 

1994), 142. 
11 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 3. 
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Sedangkan penelitian kuliatatif berutujuan untuk 

menghasilkan data deskriptif, berupa kata lisan dan 

perilaku mereka yang diamati.
12

 Penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan secara jelas bagaimana praktik 

bagi hasil pengelolaan kebun duku dengan pembagian 

hasil pasca panen dari sudut pandang hukum Islam. 

2. Jenis dan sumber data  

Sumber data adalah tempat dari mana data itu 

diperoleh. Adapun sumber data yang di gunakan dalam 

penelitian ini antara lain: 

a. Data primer merupakan sumber data yang di 

kumpulkan secara khusus dan di peroleh langsung dari 

objek yang diteliti dan ada hubungannya dari 

lapangan.
13

 Dalam hal ini data primer yang di peroleh 

peneliti dari pemilik dan pengelola kebun duku di Desa 

Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang Kabupaten 

Lampung Utara. 

b. Data sekunder adalah sebuah data yang dijadikan 

sebagai data pendukung dan memberikan informasi 

tambahan untuk menyempurakan data yang pokok atau 

data primer. Dalam penelitian ini data sekunder di 

peroleh dari berupa buku-buku, kamus atau artikel, 

jurnal dan juga skripsi yang berhubungan dengan 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem 

Bagi Hasil Kebun Duku.
14

 

c. Sumber data tersier merupakan sumber data yang 

memeberi petunjuk dari data primer dan data skunder 

yang berupa kamus umum dan kamus besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dan media internet. 

 

                                                           
12 Ibid, 205. 
13 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006),57 
14 Ibid, 58. 
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3. Populasi  

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu 

yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek 

atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa 

orang perusahaan, media dan sebagainya. Karna dalam 

penelitian ini kurang dari 100 orang maka diambil 

keseluruhannya, sehingga penelitian ini adalah penelitian 

populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari 2 

orang yaitu 1 orang pemilik kebun dan 1 orang pengelola 

kebun duku di Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang 

Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. 

4. Teknik pengumpulan data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pegamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala fenomena yang ada pada 

objek penelitian.
15

 Metode ini dilakukan untuk melihat 

bagaimana praktik bagi hasil kebon duku pada pemilik 

dan pengelola kebun duku di Desa Sabuk Empat 

Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, kemudian 

di bandingkan dengan prinsip-prinsip islam dalam bagi 

hasil. 

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua 

orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara 

langsung informasi atau keterangan. Pada penelitian ini 

dilakukan secara langsung antara pemilik kebun dan 

pengelola kebun di Desa Sabuk Empat Kecamatan 

Abung Kunang Lampung Utara. Adapun beberapa 

narasumber yang di wawancarai ialah pemilik kebun 

                                                           
15 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 57. 
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ialah Bapak Akmal, dan selaku penggarap kebun ialah 

Bapak Paskal. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah dan 

lain sebagainya. Dalam dokumentasi ini dimaksudkan 

untuk memperoleh bukti apakah praktik bagi hasil 

tertentu sudah memenuhi syarat sah dalam Hukum 

Ekonomi Syariah. 

5. Pengelolahan Data  

Data yang telah terkumpul kemudian diolah sebagai 

berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) 

Pemeriksa data atau editing merupakan 

pemeriksaan kembali apakah data yang telah terkumpul 

sudah cukup lengkap sudah benar, sudah selesai 

(relavan) dengan masalah. Tujuan dari pemeriksaan 

data ini untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan dilapangan sehingga kesalahan nya 

dapat di perbaiki.
16

 

b. Sistematika data (sistemazing) menurut kerangka 

sistematika bahasa yang bertujuan untuk menepatkan 

data berdasarkan urutan masalah.
17

 

6.   Analisis Data  

Dalam penelitian masalah ini menggunanakan metode 

analisis secara kualitatif dengan menggunakan penelitian 

ini disesuaikan dengan sebuah kajian penelitian. Teknik 

analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang bersifat khusus 

atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa 

                                                           
16 Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: 

LP3IES, 1982), 191. 
17 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Pt Citra 

Aditya Bakti, 2004), 126. 
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tersebut ditarik generalisasi bersifat umum.
18

 Dalam 

analisis ini dapat ditarik kesimpulan apakah praktik bagi 

hasil tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam hukum 

ekonomi syariah.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat dan 

dapat dipahami, maka disusun sistematika pembahsan sebagai 

berikut: 

Bab I : Berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II : Berisi tentang Pengertian akad dan dasar hukum 

akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, hikmah akad, 

dan berakhirnya akad. Pengertian dan dasar hukum musaqah, 

rukun dan syarat musaqah, musaqah yang di perbolehkan, 

berakhirnya musaqah, Hikmah musaqah. 

Bab III : Memaparkan hasil laporan penelitian berupa 

gambaran umum geografis tempat penelitian dan praktik bagi 

hasil kebun dalam pengelolaan kebun duku. 

Bab V: Yaitu berisi tentang penutup dan merupakan bab 

akhir yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 

182. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Akad 

1. Pengertian Akad 

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-„aqd yang 

berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan 

sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki 

pengertian secara umum dan khusus.
19

 Kata ini juga bisa 

diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan 

antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata 

akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.
20

 

Secara etimologis akad mempunyai arti menyimpulkan, 

mengikatkan (tali). Sedangkan, secara terminologis, menurut 

kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah akad adalah 

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan 

hukum tertentu.
21

  

2. Rukun dan Syarat Akad  

a. Rukun Akad 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha 

berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur fuqaha 

rukun akad terdiri atas:  

1) „Aqid, adalah orang yang berakad (bersepakat)  

                                                           
19 Ruslan Abd Ghofur, “Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh 

Muamalah,” Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (Juli 2010): 1. 
20 Abdul Rahman Ghazali dan dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 51. 
21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (1) (Jakarta: Kencana, 

2009), 13. 
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2) Ma‟qud Alaih, adalah benda-benda yang di 

akadkan, seperti benda yang ada dalam transaksi 

jual beli. 

3) Maudhu‟ al-„Aqd, adalah tujuan atau maksud 

mengadakan akad.  

4) Shidat Al-„Aqid yang terdiri dari ijab dan qabul.
22

 

b. Syarat Akad 

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam 

akad adalah sebagai berikut.  

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap 

bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak 

cakap (orang gila) akadnya tidak sah 
23

 

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumnya  

3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh 

orang yang mempunyai hak melakukannya, 

walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang.  

4) Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual 

beli mulasamah.  

5) Akad dapat memberikan faedah.  

6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah 

apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya 

qabul.
24

 

3. Prinsip-Prinsip Akad 

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad 

yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 

berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam.
25

 

                                                           
22 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 28. 
23 Herlina Kurniati, Marnita, dan Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada 

Kucing Dalam Rangka Menekan Jumblah Populasi Kucing  Perspektif Hukum Islam,” 

Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 12, no. 2 (Desember 2020): 101. 
24 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, 32. 
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a. Prinsip kebebasan berkontrak  

b. Prinsip perjanjian itu mengikat  

c. Prinsip kesepakatan bersama  

d. Prinsip ibadah  

e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi  

f. Prinsip kejujuran atau amanah. 

4. Macam-Macam Akad 

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat 

dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari 

keabsahannya menurut syarak, akad dibagi menjadi dua 

yaitu sebagai berikut:  

a. Akad shahih  

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi 

rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad 

shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum 

yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-

pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad 

shahih menjadi 2 macam, yaitu: 

1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), adalah 

akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun 

dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk 

melaksanakannya.   

2) Akad mawquf, adalah akad yang dilakukan 

seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia 

tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan 

dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang 

dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.
26

 

                                                                                                                             
25 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 

1982), 65. 
26 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2010), 

60. 
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Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya 

jual beli yang shahih itu, para ulama fikih 

membaginya kepada 2 macam, yaitu: 

a) Akad yang bersifat mengikat pada pihak-

pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak 

tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin 

pihak lainnya, seperti akad jual beli dan sewa 

menyewa.  

b) Akad yang tidak bersifat mengikat pada 

pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-

wakala (perwakilan), al-adriya (pinjam-

meminjam) dan al-wadi‟ah (barang titipan). 

b. Akad tidak shahih  

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat 

kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga 

seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak 

mengikat pihakpihak yang berakad.  

Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama 

Hanafiyah dan malikiyah menjadi dua macam, yaitu 

sebagai berikut:
27

  

1) Akad bathil, adalah yang tidak memenuhi salah 

satu rukunnya atau ada larangan langsung dari 

syara‟. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. 

Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan 

dalam laut, atau salah satu pihak yang berakad 

tidak cakap bertindak hukum.  

2) Akad fasid, adalah akad yang pada dasarnya 

disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan 

tersebut tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau 

kendaraan yang tidak ditunjukan tipe, jenis, dan 

bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut 

                                                           
27 Abdul Rahman Ghazali dan dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2010), 55. 
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brand kendaraan yang dijual, sehingga 

menimbulkan perselisihan antara penjual dan 

pembeli.
28

 

Ulama fikih menyatakan bahwa akad bathil dan akan fasid 

mengandung esensi, yaitu tidak sah dan akad itu tidak 

mengakibatkan hukum apapun. 

5. Hikmah Akad 

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu 

mempunyai hikmah, diantara hikmah diadakannya akad 

adalah sebagai berikut:  

c. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih 

didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu  

d. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu 

ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar‟i  

e. Akad merupakan “payung hukum” didalam 

kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat 

menggugat atau memilikinya.
29

 

6. Berakhirnya Akad 

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya sebagai berikut:  

a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad 

tersebut tidak mempunyai tenggang waktu  

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad 

tersebut sifatnya tidak mengikat.  

c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat 

dianggap berakhir jika:  

1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat 

unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat 

yang tidak terpenuhi. 

                                                           
28 Ibid., 56. 
29 Ibid., 59. 
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2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat  

3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu 

pihak secara sempurna.  

4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal 

dunia.
30

 

 

B. Al Musaqah 

1. Pengertian Musaqah 

Menurut etimologi, musaqah adalah salah satu bentuk 

penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah 

muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah musyaqah, 

sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu akad 

dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola 

dan hasilnya dibagi di antara keduanya.
31

 

Musaqah ialah pemilik kebun yang memberikan 

kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan 

penghasilan yang di dapat dari kebun itu dibagi antara 

keduanya, menurut perjanjian antara keduanya sewaktu 

akad. 

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya 

bentuk kerjasama yaitu Al-Musaqah adalah penyerahan 

pohon kepada orang yang menyiramnya dan memeliharanya 

dengan ketentuan bila sudah masak (panen) dia akan diberi 

imbalan buah dalam jumlah tertentu.
32

 Kebolehan al-

musaqah didasarkan kepada Hadits Rasulullah SAW Ibnu 

Umar yang artinya sebagai berikut “bahwa Nabi SAW 

memberikan kepada penduduk Khaibar dengan perjanjian 

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari hasil 

buah-buahan atau hasil tanaman”.
33

 

                                                           
30 Ibid., 58. 
31 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),212. 
32 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 157. 
33 Ibid. 
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Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang 

diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah. 

Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang 

memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus 

pertumbuhan pohon dan lainnya.
34

 

Musaqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti 

Muzaraah, baik dalam hukum dan persyaratan yang 

memungkinkan terjadinya musyaqah. Menurut Abu Yusuf 

dan Muhammad (dua sahabat Abu Hanifah), dan Jumhur 

Ulama (Imam Malik, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad) 

membolehkan musaqah yang didasarkan pada muamalah 

Rasulullah SAW bersama orang Khaibar.
35

 

Dari semua pengertian yang sudah tertera di atas maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa musaqah adalah 

akad/perjanjian kerjasama di bidang pertanian, yang mana 

penggarap lahan tersebut harus menjaga kebersihan dan lain 

sebagainya yang sifatnya memelihara perkebunan yang ia 

(petani) garap dan hasil dari perkebunan tersebut di bagi 

diantara keduanya. 

2. Rukun dan Syarat Musaqah 

a. Rukun Musaqah 

Rukun musaqah seperti rukun akad lainnya, 

diantaranya adalah ijab kabul dan segala bentuknya 

baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-

benar dari orang yang berhak bertindak untuk itu.
36

 

Jumhur Ulama menetapkan bahwa rukun 

musyaqah ada 5 (lima), yaitu sebagai berikut :  

a. Dua orang yang akad (al-aqidani). 

Al-aqidani disyaratkan harus baliqh dan 

berakal  

                                                           
34 Ibid., 158. 
35 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),212. 
36 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 158. 
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b. Objek musyaqah  

Objek musyaqah menurut ulama hanafiyah 

adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. 

Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah 

lainnya dibolehkan musyaqah atas pohon yang 

tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan 

pengurusan dan siraman. 

c. Buah  

Disyaratkan menentukan buah ketika akad 

untuk kedua pihak.  

 

d. Pekerjaan  

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri, 

jika disyaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau 

dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi 

tidak sah.  

Ulama mensyaratkan penggarap harus 

mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal 

berbuah dan kapan minimal berbuah. Ulama 

hanafiyah tidak memberikan batasan waktu, baik 

dalam muzara`ah maupun musyaqah sebab 

Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan 

ketika bermuamalah dengan orang khaibar.  

e. Shighat  

Menurut ulama Syafi`iyah, tidak dibolehkan 

menggunakan kata ijarah (sewaan) dalam akad 

musyaqah sebab berlainan akad. Adapun ulama 

Hanabila membolehkannya sebab yang terpenting 

adalah maksudnya.
37

 

 

 

                                                           
37 Rachmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV pustaka Setia, 2001),212. 
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Rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi‟iyah 

ada 5, yaitu berikut :  

a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan 

jelas (sharih) dan dengan samara (kinayah). 

Disyaratkan shighat dengan lafazh dan tidak cukup 

dengan perbuatan saja.  

b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-„aqidani), 

disyaratkan bagi orang- orang yang berakad 

dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, 

seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah 

pengampuan. 

c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua 

pohon yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), 

baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya 

hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, 

jagung, dan yang lainnya.  

d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang 

akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-

kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu 

tersebut tanaman atau pohon yang diurus sudah 

berbuah, juga yang harus ditentukan ialah 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, 

seperti menyiram, memotongi cabang-cabang 

pohon yang akan menghambat kesuburan buah, 

atau mengawinkannya.  

e. Buah, hendaklah ditentukan bagian masing-masing 

(yang punya kebun dan bekerja dikebun), seperti 

seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang 

lain. 

Dalam referensi lain menyebutkan rukun musaqah 

adalah sebagai berikut :  

a. Antara pemilik kebun dan tukang kebun 

(penggarap) hendaknya orang yang sama-sama 
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berhak bertasaruf (membelanjakan harta 

keduanya).  

b. Kebun dan semua pohon yang berbuah boleh 

diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan 

(satu kali dalam satu tahun) maupun yang berbuah 

hanya satu kali kemudian mati, seperti jagung dan 

padi. 

a. Syarat Musaqah 

 Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:  

a. Syarat yang bertalian dengan „aqidain, yaitu harus 

berakal.  

b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu 

disyaratkan adanya penentuan macam apa saja 

yang akan ditanam.  

c. Hal yang Berkaitan dengan perolehan hasil dari 

tanaman,yaitu:  

1) Bagian masing-masing harus disebutkan 

jumlahnya (persentase ketika akad).  

2) Hasil adalah milik bersama.  

3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari 

satu jenis barang yang sama.  

4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat 

diketahui.  

5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya 

penambahan yang ma‟lum.  

d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan 

ditanami.  

e. Hal yang berkaitan dengan waktu.  

f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara‟ah, alat-

alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang 

lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. 
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Syarat-syarat musyaqah sebenarnya tidak jauh 

bebeda dengan persyaratan yang ada dalam muzaraah. 

Hanya saja, musyaqah tidak disyaratkan untuk 

menjelaskan jenis benih, pemilik benih kelayakan 

kebun, serta ketetapan waktu. Beberapa syarat yang ada 

dalam muzaraah dan dapat diterapkan dalam musyaqah 

adalah sebagai berikut:  

a. Ahli dalam akad.  

b. Menjelaskan bagian dalam akad.  

c. Membebaskan pemilik dari pohon.  

d. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang 

melangsungkan akad.  

e. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai 

akhir.
38

 

Dalam referensi lain, syarat-syarat dalam musaqah 

adalah sebagi berikut: 

a. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab 

akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.  

b. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus 

diketahui dengan jelas.  

c. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon 

menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab 

dalam keadaan yang demikian tentunya pohon 

memerlukan perawatan.  

d. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas 

seberapa banyaknya.
39

 

 

 

 

                                                           
38 Ibid., 214. 
39 Syafii Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 158. 
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3. Dasar hukum musaqah  

Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah ayat 267: 

                     

                      

                     

      

 “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu 

memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu 

tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan 

mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah 

Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-baqarah:267) 

 

Dalam ayat diatas menjelaskan seorang hartawan 

dikalangan anshar datang kepada Nabi SAW memberikan 

sebidang kebun kurma yang sangat dicintainya untuk 

dinafkahkan ke jalan yang benar. Selain itu dijelaskan dalam 

surat Al-baqarah ayat : 282 
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak 

untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang 

yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia 

bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia 

menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang 

yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak 

mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua 

orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari 

para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 

perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah 

saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu 

bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) 

kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi 
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Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu 

merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu 

juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), 

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah 

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S Al-Baqarah 

ayat : 282) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah 

memerintah kepada umatnya di bumi ini saat melakukan 

perjanjian atau kesepekatan dalam usaha, hendaklah 

dilakukan secara tertulis dan tidak dilakukan secara lisan 

agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam 

bekerjasama. 

4. Musaqah yang diperbolehkan 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang 

dibolehkan dalam musaqah. Imam abu dawud berpendapat 

bahwa yang boleh di musaqah hanya kurma. 

Menurut syafi‟iyah yang boleh di musaqah hanya 

kurma dan anggur saja. Sedangkan musaqah menurut 

Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar 

bumi dapat dimusaqah, seperti tebu. 

Menurut Imam Malil musaqah dibolehkan untuk semua 

pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, 

dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan 

pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti 

semangka, dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki 

kemapuan untuk menggarapnya. Menurut Madzhab 

Hanabali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang 

buahnya dapat dimakan 
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5. Berakhirnya akad musaqah 

Menurut ulama fiqh, akad musaqah berakhir apabila:  

a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah 

habis  

b. Salah satu pihak meninggal dunia  

c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh 

melanjutkan akad  

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini di 

antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai 

seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit 

yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja.  

Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh 

melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen, 

sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka 

pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak 

yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris 

boleh memilih antara meneruskan akad atau 

menghentikannya.
40

 

Akan tetapi ulama malikiyah menyatakan bahwa akad 

musaqah adalah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu 

pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya 

karena ada uzur dari pihak petani.
41

 

Ulama Syafi‟iyah juga mengatakan bahwa akad 

musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika 

petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk 

salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan 

pekerjaan itu.
42

  

Menurut ulama Hanabilah, akad musaqah sama dengan 

akad almuzara‟ah yaitu akad yang tidak mengikat bagi 

                                                           
40 Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Prenada Group, 

2000), 287. 
41 Ibid., 288. 
42 Ibid. 
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kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak 

boleh saja membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu 

dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua 

antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ada.
43

 

6. Hikmah Musaqah  

Islam mensya‟riatkan dan membolehkan untuk 

memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian 

orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan untuk 

memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang 

tidak memiliki harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

memproduktifkannya. Karena itu, sya‟riat membolehkan 

mu‟amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil 

manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan 

pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan 

mudharib dapat memperoleh manfaatt dengan harta (sebagai 

modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. 

Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan 

demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya 

kesulitan.
44

 

Hikmah dari kebolehan kerjasama dalam bentuk ini 

adalah tolong menolong dan kemudahan dalam pergaulan 

hidup, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang 

dirugikan.
45

 Seperti dalam firman allah SWT dalam surat al-

maidah ayat:2 sebagai berikut: 

                           

                        

                     

                                                           
43 Ibid. 
44 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 4 (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), 37. 
45 Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Panamedia Group, 2011), 

244. 
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 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar 

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 

hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan 

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) 

para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari 

karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul 

(menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah 

sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena 

mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). 

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”(Q.S Al-

Maidah Ayat:2) 

               

                         

                       

                       

                          

         

 

َا َ
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“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul 

(Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) 

yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat 

dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka 

pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, 

menghalalkan segala yang baik bagi mereka, 

mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan 

membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang 

ada pada mereka.288) Adapun orang-orang yang beriman 

kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti 

cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), 

mereka itulah orang-orang beruntung.”(Q.S Al-A‟Raaf ayat 

: 157) 
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